
  

 

 

GUBERNUR BALI 

PERATURAN GUBERNUR BALI 

NOMOR 33 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 44 TAHUN 2005 TENTANG PENUTUPAN SEMENTARA   

PEMASUKAN DAN TRANSIT UNGGAS BESERTA PRODUKNYA  
DARI LUAR PULAU BALI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

GUBERNUR BALI, 
 

 
Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17                  

Tahun 2023 tentang  Tata Cara, Pengawasan Lalu Lintas 

Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit 
Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia  dan Keputusan Menteri Pertanian 

Nomor 708/Kpts/PK.310/M/12/2024 tentang Status 
Situasi Penyakit Hewan yang menyebutkan status situasi 

Penyakit Flu Burung/Avian Influenza di Provinsi Bali 
adalah tertular sehingga lalu lintas unggas maupun 

produknya dari luar Provinsi Bali dapat dilakukan 
dengan memenuhi beberapa persyaratan teknis lalu 
lintas; 

b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 

tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan Transit 

Unggas Beserta Produknya Dari Luar Pulau Bali sudah 

tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

hukum saat ini, sehingga perlu dicabut;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan 
Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Penutupan 

Sementara Pemasukan dan Transit Unggas Beserta 
Produknya Dari Luar Pulau Bali; 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

SALINAN 



 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023  tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang               
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011       
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang                  
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022       
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan            
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)                 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang              
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina 
Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6411); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6871); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang 

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014                
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Nomor 5543); 
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 

tentang Tata Cara, Pengawasan Lalu Lintas Hewan, 
Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan 

Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 130); 

 

 



MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 44 TAHUN 2005 
TENTANG PENUTUPAN SEMENTARA PEMASUKAN DAN 

TRANSIT UNGGAS BESERTA PRODUKNYA DARI LUAR            
PULAU BALI. 

 

Pasal 1 
 

Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 (Berita 
Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 44) tentang 
Penutupan Sementara Pemasukan dan Transit Unggas 

beserta Produknya dari Luar Pulau Bali, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 

              Pasal 2 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita 

Daerah Provinsi Bali. 

 
Ditetapkan di Bali 

pada tanggal 21 Juli 2025 

GUBERNUR BALI, 

 ttd 

WAYAN KOSTER 

Diundangkan di Bali  

pada tanggal 21 Juli 2025 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 

 
 ttd 

 

 
  DEWA MADE INDRA 

 
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 36 
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